[SALINAN |

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan Bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal
22 bulan Nopember tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
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’Undang—Undang Nomor 33  Tahun 2004 téntang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

" Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 |
- Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o
- Indonesia Nomor 4028); | ok

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara s

Republik Indonesia Nomor 4438),

beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

5679); | | |

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara - Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502)  sebagaimana telah diubah - dengan Peraturan =
Pemenntah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara - Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171),
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor

 5340; ERR S

10,

11

12.

Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan-f s

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah' :
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun =
-2007. Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubhk s
- Indonesia Nomor 4693); : '

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang |

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

~ Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan

13.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor .19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wllayﬂ‘h

» Kabupaten Bengkahs,

B

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang | Pa_]ak-_ R
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran.
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia =~ |
‘Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara '
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah =
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Peraturan Pemerintah Ndmor 71 Tahun 2010 téntang |
Standar® Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan :

. Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 5165);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 téntahg '

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone81a

" nomor 6041);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

| Perwakilan Rakyat Daerah' (Lembaran Negara Repubhk =

18.

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 6057);
- 17.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan (Lembaran '~ Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322), ,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun | 2007

‘tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menten '
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara

‘Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

- Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

19.

dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indones1a
Tahun 2011 Nomor 525); :

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

 Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

- 20.

21.

Peraturan Menteri Dalam ‘Negeri Nomor 52 Tahun 2012, '
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun .2017'
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

~serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
- Operasional (Berita Negara Repubhk Indone31a Tahun 2017

22.

Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam - Negen Nomor 77 Tahun 2020 -
tentang ' Pedoman Teknis ‘Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781); ’ 7




23 Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

- BUPATI BENGKALIS |

'MEMUTUSKAN: o | |

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
' BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Pératurém Daerah ini yang dimaksud dengan: |
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis; =~ = o
2. Bupati adalah Bupati Bengkahs |

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; |
4., Wakil Bupat1 adalah Wakil Bupati Bengkalis; }
S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkahs, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah :

6. leplnan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Bengkalis; ‘

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Bengkahs, |
Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Bengkalis;
9. Camat adalah Camat dalam Wﬂayah Kabupaten Bengkalis;

10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten = Bengkalis dalam penyelenggaraan = Urusan
Pemerintahan  yang menjadi kewenangan  Pemerintah
Kabupaten Bengkahs

»

11. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD .
adalah Kepala Perangkat Daerah di- hngkungan Pemermtah
Kabupaten Bengkalis;

- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya ,
disebut APBD adalah  Anggaran Pendapatan dan Belan_]a
Daerah Kabupaten Bengkahs, ’ o

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya d1s1ngkat‘
DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan
- dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran




Pasal 2

APBD Tahun  Anggaran 2022  direncanakan  sebesar
- Rp3.470.189.945.838,00 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh - ..
milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat

puluh lima ribu delapan ratus t1ga puluh delapan ruplah) yang
bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
b. Pendapatan Transfer.

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
“huruf a direncanakan sebesar Rp289.630.071.969,00 (dua ratus
delapan puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh juta
‘tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembllan
rupiah), terdiri atas: : :

a. Pajak Daerah; R , :
b. Retribusi Daerah ‘ S : ‘ L
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
~d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a ‘

direncanakan sebesar Rp89.252.000.000,00 (delapan puluh
sembilan milyar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp20.637.810.000,00 (dua puluh milyar

enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu s

rupiah).

(4) Hasil = Pengelolaan Kekayaan Daerah yang -di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp33.292.209.969,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus
sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu sembilan
ratus enam puluh sembilan rupiah).

(5) Lain-lain  Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagalmana

- dimaksud pada ‘ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp146.448.052.000 (seratus empat puluh enam milyar empat
ratus empat puluh delapan juta lima puluh dua ribu rupiah). -

Pasal 4

(1) Pendapatan Transfer sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2.
huruf b direncanakan sebesar Rp3.180.559.873.869,00 (tiga
triliun seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh
sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus

- enam puluh sembilan ruplah), terdiri atas: ‘

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
b. Pendapatan Transfer antar Daerah,

(2) Pendapatan  Transfer ~ Pemerintah = Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp3.048.660.842.658,00 (tiga triliun empat puluh delapan
milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh‘
dua ribu enam ratus lima puluh delapan rup1ah)




(3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebaga1mana dlmaksud o
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.899.031.211

(seratus tiga puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh
sembilan juta tiga puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah). -

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp3.989.958.390.962,00 (tiga triliun sembilan ratus
‘delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan
juta tiga ratus sembilan puluh r1bu sembilan ratus enam puluh
‘dua rupiah), terdiri atas: '

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal; ~ |

c. Belanja Tldak Terduga, dan S ‘ i

d. Belanja Transfer, ‘ :
| Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagalmana dimaksud dalam L

6 “

Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp2.474.938.647.724,00 i

(dua triliun empat ratus tujuh puluh empat milyar sembllan
ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh
ribu tuJuh ratus dua puluh empat rupiah ), terdiri atas:

a. Belan_]a Pegawa1,

b. Belan_la Barang dan Jasa, ,
c. Belanja Subsidi;

d. Belanja Hibah; dan ‘
e. Belanja Bantuan Sosial. i |

(2) Belanja Pegawai sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.039.316.938.604,00(satu triliun
tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam belas juta
sembilan ratus tlga puluh delapan r1bu enam ratus empat 8
ruplah) ‘ ~ :

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl1.279.851.849.166 (satu -
triliun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus
lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh Sembllan nbu‘
seratus enam puluh enam rupiah). ‘

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rpl16.489.991.035,00 (enam belas .
milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembllan _
ratus sembllan puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah). - ‘ '

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp110.249.816.419,00(seratus sepuluh
milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus
enam belas ribu empat ratus sembllan belas rupiah). -

(7) BelanJa Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp29.030.052.500,00(dua puluh

sembilan milyar tlga puluh juta lima puluh dua ribu lima ratus
plah)




Pasal 7

(1) Anggaran BelanJa Modal sebagalmana dimaksud délam 5

Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp973.652.794.659, 00
(sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus lima puluh
dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus
lima puluh sembilan rupiah), terd1r1 atas: !

a. Belanja Modal Tanah;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin; k
Belanja Modal Bangunan dan Gedung,
Belanja Modal Jalan, Inga31, dan Janngan,
Belanja Modal Aset Tetap lainnya; dan

f. Belan_]a Modal Aset lainnya; '

o po o

(2) Belanja Modal Tanah sebagauhana dimaksud pada a}’at (1) .

huruf a direncanakan sebesar Rp1.613.690.000 (satu milyar
enam ratus tiga belas _]uta enam ratus sembilan puluh ribu
rupiah). ‘ |

(3) Belanja Mbdal Peralatan ‘dari ‘Mesin sebagaifhana R

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp152.473.184.944,00 (seratus lima puluh dua milyar empat

ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu
~ sembilan ratus empat puluh empat rupiah). ‘

(4) Belanja -Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp138.545.543.978,00 (seratus tiga puluh delapan milyar I1ma
ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh tlga ribu
sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana
‘dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp661.386.780.719,00 (enam ratus enam puluh satu milyar

tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh
ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dlmaksud pada o

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.629.135.800,00
(delapan- belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta
seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

(7) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl1.004.459.218,00
(satu milyar empat juta empat ratus lima puluh sembilan nbu

‘dua ratus delapan belas rupiah).

 Pasal 8

Anggaran BelanJa Tidak Terduga sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp6.804.004.913 (enam,
milyar delapan ratus empat Juta empat r1bu sembllan ratus tiga
belas rupiah). ' 3 “

" Pasal9 -

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp534.562.943.666,00
(lima ratus tiga puluh empat milyar lima ratus enam puluh dua
juta sembilan ratus empat puluh t1ga ribu enam ratus enam
puluh enam rupiah), terdiri atas




a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan. -

(2) Belanja Bagi Hasil sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf S

a direncanakan sebesar Rp10.988.981.000,00 (sepuluh mllyar
sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus
delapan puluh satu ribu rupiah).. o : | ‘

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp523.573.962.666,00
(lima ratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga
juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam
puluh enam ruplah)

Pasal 10

Anggaran Pemblayaan Daerah tahun anggaran 2022 dlrencanakan
sebesar Rp519.768.445.124 (lima ratus sembilan belas milyar

tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh ey }

lima ribu seratus dua puluh empat rupiah), terd1r1 atas:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan ’
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

(1) Penenmaan pemblayaan sebagmmana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp529.768.445.124

(lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh ;
delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus dua -
puluh empat rupiah) dan merupakan sisa lebih perhltungan
anggaran tahun 2021. ,

- (2) Sisa 1eb1h perhltungan anggaran tahun anggaran 2021 j
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp529.768.445.124 (lima ratus dua puluh sembilan
milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus
empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah). |

Pasal 12

~ Anggaran ‘Pengeluaran Pemblay‘aan» sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000. OOO 000
(sepuluh mllyar ruplah) ‘

' Pasal 13
(1) Selisih antara APBD adalah - defisit sebesar

Rp519.768.445.124,00 (lima ratus sembilan belas milyar tujuh

ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh llma
ribu seratus dua puluh empat rupiah). :

(2 Pemblayaan netto yang merupakan] selisih ‘Penerirriaan
Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan
sebesar Rp519.768.445.124,00 (lima ratus sembilan belas
milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus
empat puluh 11ma ribu seratus dua puluh empat rupiah).




" Pasal 14

Total APBD sebesar Rp3.999.958.390.962,00 (tiga triliun sembilan S

ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh
delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam
puluh dua ruplah) ‘

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka

dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat f iy

melakukan péngeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam - -
Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam

Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 A

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosml dan/ atau
kejadian luar blasa ‘

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/ atau

 c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu e
kegiatan pelayanan pubhk . |

(3) Keperluan mendesak sebaga1mana d1maksud pada ayat (1)
meliputi: o ; _ »

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahunk
anggaran berjalan; ‘

b. Belan_]a Daerah yang bersifat menglkat dan belan_]a yang |
bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bag1 Pemenntah
Daerah dan/atau masyarakat. -

Pasal 16

Uraian lebih lanjut terkait APBD sebagaimana dimaksud dalam
‘Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkalis ini terdiri dari: . :

1.‘Lamp1ranI _ Rlngkasan APBD yang D1k1as1ﬁka31kan E
, , Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan
Belanja, dan Pemblayaan |

2. Larnpiran Im - | Rlngkasan APBD yang D1k1a31ﬁka81kan i
S Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
; Organisasi; - :
‘3.Lampiran Il 'Rincian APBD ‘menurut Urdsan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis
Pendapatan BelanJa, dan Pemblayaan i




4. Lampiran IV

5. Lampiran \%

6. Lamp1ran Vi

7. Lampiran VII

8. Lampifan VIII

9. Lampiran IX

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19

20.

21.

Lampiran X

Lai'hpiran X1
Lampiran XII

Lémpiran X

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

. Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XXI
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Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, -

Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Keglatan'” :

Beserta Keluaran;

Rekapitulasi  Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan -
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja  Untuk Pemenﬁhanv
Surat Perintah Membayar (SPM); |
Sinkronisasi - Program pada - Renicanakf
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan Rancangan APBD; :

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan | ‘Subi o

Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah |

Daerah (RKPD) dan Proiritas Plafon

Anggaran  Sementara  (PPAS) dehgan"» et

Rancangan APBD;

- Sikronisasi Program Prioritas Nasional
‘dengan Program Prioritas Daerah L

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan; U :

Daftar Piutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan ‘
Investasi Daerah Lainnya; | -

Daftar  Perkiraan  Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan. Aset'
Lain-Lain; : |

Daftar Sub Keglatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan ~Kembali Dalam Tahun
Anggaran Yang Direncanakan; ‘ :

Daftar Dana Cadangan;
Daftar Pinjaman Daerah;

Daftar Nama . Penenma, Alamat Penenma
dan Besaran Bantuan Hibah; ‘

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerlma,,
dan Besaran Bantuan Sosial; 3

Daftar Nama Penerima, Alamat Penenma »
dan Besaran Bantuan Keuangan Bers1fat’

~Umum dan Bersifat Khusus,

Daftar Nama Penerima, Alamat Penenma,
dan Besaran Belan_]a Bagi Hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek"
Pendapatan, Belan_]a dan Pembiayaan;
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22. Lampiran XXII Rincian Dana Bagi Hasil -Sumber Daya
Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) -
Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

23. Lampiran XXIII Rincian Dana Tambahan Insfrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan; dan

24. Lampiran XXIX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah
Perbatasan dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 DESEMBER 2021

BUPATI BENGKALIS
ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 29 BESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI HY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 7




GIAN HUKUM
- PATEN BENGKALIS

NIP. 19820706 201001 1 009





